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)R 34  TAHUN 2011

TENTANG

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa
sutnber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan

berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk

sebesar-besar kemakrauran rakyat;

b. bahwa dalarn rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana

tersebut diatas, maka pembangunn air minum dan penyehatan

lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam
pembangunan kesehatandan harus diupayakan oleh seluruh

potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah

yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huraf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tirtgkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noraor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4377);
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4401);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan  Jangka  Pangjang  Nasional  2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
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11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001  tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor  16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4490);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4085);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4058);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15  Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3  Se.kretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
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